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Jalan Panjang Perjuangan Perempuan di
Administrasi Negara

Oleh:
Nengyanti

Dosen Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik

Universitas Sriwijaya

Abstract

Public policy that isn’t decided aware to women’s needs and neither is the program, can make the program
which was implemented to achieve women prosperity failed for Improving women role to aim their family
health and welfare (P2WKSS) for instance, had been implemented over ten years, in fact, was not impact
women life better. Likewise Family Planning Program (Program KB), had been targeted just for women,
whereas men role, deciding how many child and how qualified they life, wasn’t a little bit role. These facts were
indicated that women are only become the object of development policy and haven’t become subject of

development policy yet.

Kata Kunci: Administrasi Negara, Kebijakan Negara, Pembangunan

Latar Belakang

Sejak tahun 2000 lalu ketika 191
negara anggota PBB mendeklarasikan
Millenium Development Goals/MDGs (Tu-
juan Pembangunan Millenium), sudah
cukup banyak perkembangan yang ber-
hasil dicapai. Indonesia yang juga men-
jadi salah satu negara yang turut men-
deklarasikan MDGs berusaha untuk
mencapai 8 target yang sudah dica-
nangkan tersebut. Ada 8 target yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kela-
paran, mencapai pendidikan dasar un-
tuk semua, mendorong kesetaraan gen-
der dan pemberdayaan perempuan, me-
nurunkan angka kematian anak, me-
ningkatan kesehatan ibu, memerangi
HIV/AIDS, malaria dan penyakit menu-
lar lainnya, memastikan kelestarian
lingkungan hidup, dan terakhir mem-
bangun- kemitraan global untuk pemba-
ngunan.

Apabila diamati dari 8 tujuan MD-
Gs tersebut perempuan menduduki po-

Jalan Panjang. ... Nengyanti| 53

sisi yang sangat sentral. Baik sebagai
subjek dan target objek tujuan. Me-
nanggulangi kemiskinan misalnya, per-
empuan mulai dari anak-anak dan isteri
biasanya akan berjuang keras untuk
mempertahankan hidup, mereka biasa-
nya menjadi korban sekaligus menjadi
tulang punggung untuk mempertahan-
kan hidup keluarga. Perempuan pasti
akan bekerja untuk mempertahankan
roda rumah tangga.

Begitupun tujuan penurunan ang-
ka kematian anak dan meningkatkan ke-
sehatan ibu. Peran perempuan sangat
penting karena perempuan memiliki
peran mengasuh. Sebuah peran untuk
memelihara anak, dan juga Kesehatan
dirinya sendiri.

Perempuan pun dalam berbagai
kasus masih sering menjadi korban, baik
perdagangan perempuan, tenaga kerja
wanita, bahkan dalam keluarga sering
menjadi korban kekerasan oleh suami.

|
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Dalam relasi publik pun perempuan
seperti dalam pemilu pemilihan legisla-
tif dan kepala daerah bahkan presiden,
lebih cenderung sebagai vote getter.

Beberapa kasus yang disampaikan
ini baru merupakan sebagian dari kesu-
litan perempuan. Artinya bila ada yang
mengatakan setiap hari adalah masalah
bagi perempuan tak ada salahnya. Ke-
butuhan perempuan masih belum dipi-
kirkan dalam perencanaan pembangun-
an. Atas dasar itu maka perlu dikaji po-
sisi perempuan di dalam negara dalam
konteks tulisan ini adalah perempuan
dalam administrasi negara.

Studi ini merupakan studi litera-
tur dan data sekunder. Dengan diketa-
huinya kondisi perempuan di masyara-
kat maka program kebijakan yang akan
diambil untuk meningkatkan kondisi
perempuan akan lebih terarah dan lebih
baik.

Kondisi Perempuan di Masyarakat

Di Palembang, Pengamatan di la-
pangan menunjukkan kegiatan yang
dilakukan untuk peningkatan pengeta-
huan dan keterampilan wanita yang me-
rupakan program utama P2W-KSS be-
lum berhasil. Pengetahuan pola hidup
bersih tidak mengubah kebiasaan warga
yang melakukan MCK di sungai. Pe-
nyuluhan pemanfaatan lahan pekarang-
an, dengan tanaman sayur mayur dan
tanaman obat, tidak mengubah kebia-
saan warga yang “malas” bertanam di
pekarangan. Demikian pula dengan ke-
trampilan. Dinas Perindustrian yang
memberikan  ketrampilan pembuatan
rengginang tidak didasarkan pada po-
tensi sumber daya alam setempat. War-
ga yang miskin tidak punya uang untuk
membeli bahan baku karena beras ketan

dan minyak goreng, harus dibeli. Satu
hal yang cukup menarik ternyata pada
waktu penelitian, program itu sudah
berjalan di Indonesia sekitar empat be-
las tahun setelah dicanangkan tahun
1979. Seharusnya program tersebut telah
melembaga tetapi kenyataan menunjuk-
kan sebaliknya. Padahal P2W-KSS me-
rupakan bagian dari mekanisme nasio-
nal untuk memajukan wanita di Indo-
nesia (Nengyanti, 2001)

Dalam tulisan ini agar diperboleh-
kan gambaran yang cukup konprehensif
mengenai perempuan dan kebijakan ne-
gara diajukan satu contoh kebijakan yai-
tu mengenai keluarga berencana (KB).
Gerakan KB diperkenalkan di Indonesia
sekitar tahun 1950-an dan dicanangkan
program nasional pada tahun 1970 de-
ngan pembentukan Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Gerakan ini diprioritaskan untuk mene-
kan angka pertumbuhan di Indonesia
yang masih tergolong tinggi. Sasaran
program adalah ibu rumah tangga. De-
mikian pula dengan teknologi pendu-
kung KB, alat kontrasepsi —iud, pil,
implan, vasektomi— kebanyakan yang
dikembangkan adalah peralatan KB
yang digunakan untuk perempuan se-
dangkan teknologi yang dikembangkan
untuk lelaki sangat sedikit—kondom
dan tubektomi.

Penyuluhan yang dilakukan oleh
penyuluh KB pun kebanyakan ditujuk-
an untuk perempuan. Jarang sekali pe-
nyuluhan ditujukan kepada lelaki. Pos
pelayanan terpadu (Posyandu) yang ba-
nyak dibentuk di kelurahan-kelurahan
cenderung memilih sasaran perempuan
dibandingkan lelaki. Padahal tingginya
angka kelahiran disebabkan kerja suami
dan istri tetapi ketika angka kelahiran
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tinggi maka perempuan dijadikan sa-
saran KB.

Ada pemikiran terselubung kena-
pa perempuan yang dijadikan sasaran
karena lelaki memiliki kontrol yang
kuat terhadap keluarga. Lelaki adalah
kepala keluarga. Ortner (1978) mengu-
ngkapkan lelaki diam-diam menyetujui
kekuasaan negara sebagian karena ne-
gara memberi mereka kontrol sepenuh-
nya dalam wilayah keluarga (dalam
Moore, 1998: 240, lihat pula UU Per-
kawinan Tahun 1974 pasal 31 dan 34).

Para pengambil kebijakan ini ter-

kadang tidak memperhatikan efek sam-
ping dari dijadikannya perempuan sa-
saran KB. Berat tubuh yang bertambah
merupakan masalah yang paling ba-
nyak dialami oleh perempuan. Keron-
tokan rambut dan juga flek-flek hitam di
muka pemakai alat kontrasepsi (aksep-
tor) (Adrina, dkk. 1998:67-116). Ban-
dingkan dengan konsep cantik bagi per-
empuan yang langsing dan cenderung
kurus.

Proses pembangunan dengan de-
mikian harus memperhatikan kebutuh-
an perempuan dalam pembangunan. Bi-
la tidak, perubahan, pembangunan yang
dilakukan akan merugikan perempuan
itu sendiri. Perempuan harus .diberda-
yakan mulai dari pemenuhan kebutuh-
an praktis sampai ke kebutuhan stra-
tegis. Pemberdayaan merupakan proses
peningkatan, pengarahan peningkatan
partisipasi, dar% untuk memperbesar ke-
kuasaan, kontrol dalam pengambilan
keputusan, dan untuk menentukan tin-
dakan. Proses pemberdayaan mencakup
baik secara individual maupun kolektif,
melalui pengaruh dalam kelompok.

Kebanyakan orang sering mulai
membangun kesadaran dan kemam-
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puan mereka untuk mengorganisasi dan
berupaya melakukan perubahan. Pem-
berdayaan perempuan dapat dipandang
sebagai beberapa komponen berkelan-
jutan yang saling menguatkan dan sa-
ling berkaitan. Komponen itu adalah:

& peningkatan kesadaran akan situasi
dan diskriminasi perempuan akan hak
dan kesempatannya untuk menuju
kesetaraan gender; peningkatan kesa-
daran kolektif, pembentukan identitas
kelompok, dan kekuatan bekerja se-
bagai kelompok;

¢ peningkatan kapasitas dan keteram-
pilan daiam bidang pembangunan,
khususnya kemampuan merencana-
kan, membuat keputusan, mengor-
ganisasi, mengelola, bekerja sama de-
ngan masyarakat dan lembaga di se-
kitar mereka;

& partisipasi memperkuat pengawasan
dan kekuasaan pengambilan keputus-
an di tingkat rumah tangga, komuni-
tas, dan masyarakat;

# tindakan untuk memberikan jalan pa-
da peningkatan kesetaraan antara
pria dan perempuan (Karl, 1995: 14).
Konsep pemberdayaan untuk
mencapai kesetaran gender dalam kebi-
jakan pembangunan harus memadukan

dua pendekatan dalam perencanaan’

pembangunan, yaitu perencanaan dari
tingkatan daerah terendah ke pusat dan
dari pusat ke daerah tingkat terendah
(perencanaan dari bawah ke atas dan
atas ke bawah). Apalah artinya fungsi
perencanaan yang dibuat dari bawah
(masyarakat) untuk memberdayakan di-
rinya jika tidak mendapat dukungan
dari atas (pemerintah), begitu pula seba-
liknya. Keterpaduan antara kedua pen-
dekatan perencanaan pembangunan
yang berdasarkan konsep pemberdaya-
an Karl ini dapat menghasilkan kebijak-
an pembangunan yang sensitif gender
untuk mencapai kesetaraan gender.
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Dalam rangka memberdayakan
perempuan dalam pembangunan baik
perempuan sebagai subjek, objek dan
penikmat pembangunan, cara yang pa-
ling efektif adalah melalui perubahan
arah pandang atau haluan dari kebijak-
an negara. Perubahan kebijakan dari an-
drosentris ke perspektif perempuan.
Dengan perubahan kebijakan negara ini
maka ada aspek hukum yang berkuasa
dan mengikat masyarakat untuk me-
matuhinya. Perubahan sikap perilaku
masyarakat secara sosial melalui sosia-
lisasi akan memakan waktu yang cukup
lama karena membongkar konstruksi
sosial budaya yang sudah dalam ter-
tanam di masyarakat.

Politik dan Administrasi Negara

Sebelum memasuki dunia perem-
puan dan administrasi negara, perlu
kiranya dibahas terlebih dahulu menge-
nai administrasi negara itu sendiri. Pem-
bahasan ini penting agar nantinya da-
lam membahas mengenai perempuan
terdapat kerangka yang sama untuk
membahas permasalahan-permasalahan
yang terjadi.

Administrasi negara bila dilihat
dari akarnya tak bisa lepas dari politik.
Nicholas Henry menyebutnya dengan
“politik merupakan bapaknya adminis-
trasi negara” (dalam Lynn dan Wil-
davsky, 1990:5). Bila dilihat dari definisi
tersebut tersirat bahwa administrasi ne-
gara merupakan bagian dari ilmu po-
littk dalam melaksanakan keputusan-
keputusan politik. Ini bisa dilihat dari
beberapa definisi administrasi negara
seperti, “administrasi negara... meru-
pakan bagian dari tindakan pemerintah,
dalam arti bagaimana maksud dan tuju-
an pemerintah direalisasikan”. Admi-

nistrasi negara sebagai lapangan studi
yang pada pokoknya melaksanakan ni-
lai-nilai politik. “Administrasi negara
adalah usaha kerjasama kelompok di
dalam kerangka kerja masyarakat, meli-
puti eksekutif, legislatif, dan yudikatif
dan hubungan antar ketiganya, memili-
ki aturan yang penting dalam pembuat-
an kebijakan publik dan merupakan
bagian dari proses politik” (dalam Ro-
senbloom dan Goldman, 1988: 4-5).

Rumitnya definisi-definisi tersebut
membuat orang ada yang berpendapat
bahwa administrasi negara itu tidak ada
karena masuk dalam berbagai disiplin
lain, “ironis... beberapa pendapat me-
ngatakan bahwa tidak ada tempat studi
disiplin administrasi negara karena
studi administrasi negara tumpang' tin-
dih dengan sejumlah disiplin lain, ter-
masuk di dalam ilmu politik, sosiologi,
ekonomi, psikologi dan administrasi ni-
aga”. Dengan demikian... “kenyataan
bahwa kita tidak dapat mendefinisikan
substansi dan proses administrasi nega-
ra secara sempit merupakan hal yang
sangat sulit untuk menyimpulkan feno-
mena yang tidak eksis, khususnya keti-
ka hampir seluruh kehidupan masyara-
kat mengembangkan birokrasi negara”
(Rosenbloom dan Goldman, 1988: 5).

Dalam konteks itulah administrasi
negara memiliki dua sudut pandang
yaitu sebagai seni —apabila dilihat dari
fungsi praktisnya—dan sebagai ilmu-
bila dilihat sebagai suatu bidang studi
penyelidikan ilmiah. Ilmu politik dan
administrasi negara dengan demikian
tak bisa dilepaskan ketika keduanya
beraktivitas. Keputusan yang diambil
adalah keputusan politik tetapi pelaksa-
naannya merupakan bagian dari ad-
ministrasi negara.
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Negara bagi perempuan sebenar-
nya memiliki arti yang sangat penting.
Perempuan memberi perhatian pada
negara karena pada negaralah perem-
puan dapat menuntut, menuntut kena-
ikan upah, menuntut pemerataan politik
—misalnya kuota 30 persen di DPR, me-
nuntut kesejahteraan dan pendidikan.

Alasan perempuan menuntut ne-
gara karena kebijakan-kebijakan publik
sangat mempengaruhi kedudukan per-
empuan. Praktek-praktek ekonomi, po-
litik, hukum dan kebijakan publik lain-
nya menentukan seberapa besar kontrol
mereka terhadap kehidupan mereka
sendiri (Moore, 1998: 223).

Kebijakan Publil

Secara sederhana kebijakan diarti-
kan sebagai aksi pemerintah untuk
membangun rakyatnya. Harold Laswell
dan Abraham Kaplan (1970) mende-
finisikan kebijakan sebagai suatu pro-
gram yang diproyeksikan dengan tuju-
an-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu
dan praktik-praktik tertentu. David
Easton (1965) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai akibat pemerintah (da-
lam Nugroho, 2008: 53-55).

Kebijakan publik tidak akan ber-
arti apabila tidak diimplementasikan.
Dengan implementasi ini akan mudah
dikaji kelemahan dan kekuatan dari ke-
bijakan itu. Selanjutnya hasil implemen-
tasi dijadikan masukan pada kebijakan
berikutnya dalam perencanaan suatu
kebijakan (rolling plans).

Fischer, yang tercerahkan dari
pemikiran Jurgen Habermas’s (1972),
mengatakan “Policy advisor were not neu-
tral” (dalam Bacchi, 1999: 32-33). Seseo-
rang itu tidak selamanya bebas, banyak
kepentingan dan pemahaman yang me-
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latarinya dalam pengambilan keputus-
an. Dari pendapat Fischer itu dapat
dimaklumi apabila kebijakan pemba-
ngunan sering berdampak negatif pada
perempuan karena tidak terlepas dari
pembuat dan pelaksana dari kebijakan
itu.

Kebijakan pembangunan sering
berdampak negatif pada perempuan ka-
rena, menurut Barbara Rogers (1980),
berbagai stereotipe dan prasangka telah
kuat tertanam dalam pikiran para pe-
rencana ataupun pelaksana program
yang kebanyakan adalah kaum pria (da-
lam Saptari dan Holzner, 1992: 33). Pro-
gram pembangunan yang berdampak
negatif antara lain tergesernya perem-
puan dari pekerjaan tradisional akibat
modernisasi dalam pertanian. Menurut
Grown dan Sen (1986), program pening-
katan produktivitas dengan memberi
kredit ataupun bantuan lainnya bukan-
nya membebaskan sasaran melainkan
semakin menjaring penumpukan hu-
tang (dalam Saptari dan Holzner, 1997).

Selain itu, Moser mengungkapka
kalau pelatihan yang paling umum di-
lakukan, baik oleh program pemerintah
maupun kelompok swadaya, adalah
latihan keterampilan menjahit. Asumsi-
nya, keterampilan ini yang sudah di-
kenal perempuan, bukan saja berguna
untuk kebutuhan rumah melainkan juga
untuk mendapat penghasilan Jadi, pro-
gram ini dibuat berdasarkan stereotipe
dan hanya memenuhi kebutuhan prak-
tis. Begitu pula dengan program peru-
mahan di Tunis, Tunisia, rancangan
program perumahan lebih mengacu
gaya Eropa sehingga teras belakang
sempit, tidak cocok dengan kebutuhan
perempuan di sana. Padahal, yang me-
ngetahui akan kegunaan ruang rumah
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itu adalah perempuan (Moser, 1997: 15-
17).

Buvinic (1986) mengkritik pro-
gram kesejahteraan yang berupa pro-
gram peningkatan gizi dengan pemberi-
an makanan tambahan kepada anak-
anak, imunisasi, dan perencanaan jum-
lah anak. Program ini sangat bertumpu
pada perempuan sehingga menjadi be-
ban kerja perempuan tanpa bayaran.
Program ini berasumsi bahwa per-
empuan tidak bekerja dan yang bekerja
itu pria. Selain itu, program itu menga-
nggap pengasuhan anak merupakan tu-
gas perempuan sehingga merupakan
satu kesatuan sasaran (dalam Moser,
1997: 22-23).

Kesimpulan

Posisi perempuan secara umum
masih termarjinalkan. Berbagai kebijak-
an yang diambil untuk pembangunan
tidak memperhatikan kebutuhan pe-

Daftar Pustaka

rempuan. Perempuan masih diabaikan
karena memang kebijakan masih bias
gender. Kebijakan yang diambil masih
stereotipe lelaki karena memang pada
tingkatan pengambil kebijakan kaum
lelaki yang masih dominan dibanding-
kan perempuan. Selain itu pula kaum
lelaki tidak sensitif gender.

Hal yang bisa dilakukan adalah
melakukan evaluasi berbagai kebijakan
yang tidak memperhatikan kebutuhan
perempuan. Kebijakan tersebut harus
diubah. Sosialisasi program-program
yang memperhatikan kaum perempuan
harus kuat dilakukan. Contoh-contoh
program tersebut harus bisa menunjuk-
kan kalau ada kesetaraan sebenarnya
kehidupan akan menjadi lebih baik dan
lebih indah. Tidak ada yang merasa
ditindas atau menindas atau tidak ada
yang merasa berkuasa atau dikuasai
satu sama lain atas nama jenis kelamin.
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